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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 38TAHUN2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

REHABILITASI/PEMBANGUNAN PASRAMAN FORMAL TINGKAT UTAMA
WIDYA PASRAMAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan memperkuat keyakinan umat Hindu
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu perlu ditetapkan
pemberian bantuan pemerintah Rehab/Pembangunan
Formal Tingkat Utama Widya Pasraman;
bahwa pemberian bantuan pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, disalurkan kepada penerima
bantuan agar sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat walrtu dan tepat guna perlu ditetapfta1
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah
Rehab/ Pembangunan Pasramal Formal Tingkat Utama
Widya Pasraman Tahun 2O23;
bahwa untuk penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c agzrr lebih efektif, perlu Petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan Pemerintah Rehab/Pembangun€rn
Pasraman Formal Tingkat Utama Widya Pasraman Tahun
2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan Pasraman Formal tingkat
Utama Widya Pasraman Tahun 2023.

Mengingat : 1

Direktur Pendidikan
Hindu
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang
Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
66);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO7 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 124, Tambahan
l,embaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
aa2a\

b.

c.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91);

5. Peratura,n Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang
Guru (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor lO7, Tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O58) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahal atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2OO8 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6O58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O10 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 112, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O13 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2O19 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O13 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18
Nomor 229, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2L tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2O2l tentang Standar Nasional Pendidikan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor
14, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762)

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2Ol5 tentang
Kementerian Agama (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 168);

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2Ol7 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial secara Non T\rnai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 156);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 ten.tar:;g Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
L6 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor 63) ;

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2O2l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Direkhr Pendidikan
Hindu

Sekretaris
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Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1O6);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.OS l2ol2
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara
/I*rnbqgz;

15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahl:rr 2OL2 tentang
Pedoman Penilaian Kine{a Pembina/Penanggungjawab
dan Pemeringkatan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Dalam
Penyelenggaraan Pelayalan Publik;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Pendidikan Keegamaan Hindu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 1959) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 56 Tahun 2O14 Tentang Pendidikan Keagamaan
Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2O15 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 21 Tahun 2O19 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peratural Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Barrtuan Pemerintah pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
2097);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2O15
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementeian / kmbaga sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kenangan Nomor 132/PMK.OS|2O2| ten:tang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.O5/2O15 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/
kmbaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 1O8O);

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahurr 2022 ter:tang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 955 );

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Keda Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peruba_han
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2O19
tentang Organisasi dan Tata Keda Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nornor 2881;

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /

21. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2O2O ter-:t:rrrg
Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2O2O-2O24
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
680);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83|PMK.O2 /2022
tentang Standar Biaya Masukan Tallun Anggaran 2O23
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor
4e4l;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU TENTANG BANTUAN
REHABILITASI/PEMBANGUNAN PASARAMAN FORMAL
TINGKAT UTAMA WIDYA PASARAMAN TAHUN 2023.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Rehabilitasi / Pembangunan Pasraman Formal tingkat Utama
Widya Pasraman Tahun 2O23 sebagaimana tercantum dalam
lampiran I s.d II dan merupakan bagran tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIIOUM
KESATU sebagai acuan bag' Pemberi Bantuan (Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan penerima bantuan
dalam proses pemberian bantuan dan laporan
pertanggungiawaban.

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
sebagai rujukan standar dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran
dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam merealisasikan
bantuan pemerintah dalam pelaksanaan Bimbingan
Masyarakat Hindu.

Dana bantuan pemerintah ini bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingal
Masyarakat Hindu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetepkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Jalr:uari 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DUIJA
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I.AMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 38TAHUN2023
TENTANG
BANTUAN REHABILITASI/ PEMBANGUNAN
PASRAMAN FORMAL TINGKAT UTAMA WIDYA
PASRAMAN TAHUN 2023.

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/PEMBANGUNAN
PASRAMAN FORMAL TINGKAT UTAMA WIDYA PASRAMAN

TAHUN 2023

BAEI I
PENDAHULUAN

A. I,ATAR BEI.A.KANG

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu di bawah

Kementerian Agama memiliki T\rgas dan Fungsi sebagaimala yang diatur
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahrxt 2022 telrtang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Agama. Direlrtorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada pasal

374 disebutkan bahwa

Direlrtorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi dibidang

bimbingan masyarakat Hindu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya pada pasal 375, disebutkan antara lain:

a. perumusan kebdakan dibidang urusan agama, dan pendidikan agama

dan keagamaan Hindu;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang urusan agama, dan pendidikan ag€rma

dan Keagamaan Hindu;

c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan
keagamaan Hindu;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang urusan agama dan
pendidikan Hindu;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan
agama dan pendidikan Hindu;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /
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Dengan memperhatikan Rencana Strategis pada Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Strategis

Kementerian Agama Tahun 2O2O-2O24, dan tun:nannya sebagai aplikasi dari
Renstra kementerian Agama, tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 127 Tatrt;u:. 2O2O tentang Rencana

Strategis Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2O2O-

2O24. Selaku Pemerintah memberikan apresiasi terhadap pembangunan

masyarakat Hindu seutuhnya dari segala aspek. Dalam bidang pelaksalaan
pendidikan, pengembalgan lembaga pendidikan agzrma dan keagamaan

Hindu seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

serta Pendidikan Tinggi Agama Hindu. Secara riil direalisasikan dengan

melaksanakan berbagai bentuk bantuan dan kegiatan. Pemberian bantuan
dibidang pendidikan mencangkup berbagai aspek, salah satunya adalah

bantuan Rehab/ Pembangunan Pasraman Formal tingkat Utama Widya

Pasraman.

Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dan lembaga pendidikal
keagamaan Hindu agar dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu
kepada peserta didiknya. Pemberian bantuan Pemerintah berupa bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan Pasraman Formal tingkat Utama Widya

Pasraman kepada [rmbaga Agama dan [.embaga Keagamaan merupakan

salah satu wujud kepedulian dan tanggungg jawab Pemerintah. Berkenaan

dengan hal tersebut di atas dalam memberikan dan menyalurkan baltuan
pemerintah harus memenuhi tata cara/ prosedur pemberian bantuan
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.O5/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 /PMK.OS /2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.O5/2O15 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Peraturan Menteri

Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Agama 56lagaim6nq telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2O19 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2Ol5 tentang Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Agama. Sebagai implementasi dan realisasi

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

/k
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bantuan yang telah dianggarkan pelaksanaannya perlu dibuat "Petunjuk
Teknis" yang mengatur secara teknis dan mendetil tentang substansi dan

tata cara pemberian bantuan Pemerintah Rehab/ Pembangunan Pasraman

Formal Tingkat Utama Widya Pasraman.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Rehab / Pembangunan

Pasraman Formal Tingkat Utama Widya Pasraman Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Hindu memuat: Dasar Hukum Pemberian Bantuan,
T\rjuan Penggunaan Bantuan, Pemberi Bantuan, Persyaratan Penerima

Bantuan, Bentuk Bantuan, Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan,
Tata Kelola Pencairan Dana, Penyaluran Dana Bantuan,
Pertanggungiawaban Dana Bantuan, Ketentuan Perpajakan dan Sanksi.

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan dalam rangka menerapkan
prinsip obyektif, efektif, selektif, transparan, akuntabel dan proporsional

terkait pemberian bantuan. Sebagai pedoman juga bagr organisasi penerima

bantuan dalam menggunakan dan mempertanggungiawabkan sejumlah dana

yang diterimanya. Pada akhirnya bermuara kepada peningkatal, pemerataan

pelayanan dan bimbingan bidang pendidikan Hindu.

Petunjuk Teknis ini disusun agar ada kesamaan persepsi diantara
pemberi bantuan dan pihak yang berkepentingan berkenaan dengan

pelal<sanaan program bantuan dan proses pengajuan/pengusulannya.

Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai acuan dalam persiapan,

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan.

B. DASAR HUKUM BANTUAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian
Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 66);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO7 telrtang Pendidikan Agama
dal Keagamaan ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
476911'

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal.un
2OO8 Nomor 42, Tambahan l,embaran negzrra Republik Indonesia Nomor
aa2a);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
e r);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O58) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol7 terrtarrg

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang
Guru (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1O7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 ?ahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51O5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2O1O (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2O19
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
87, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 168);

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2Ol7 tentang Penyaluran Ba-ntuan
Sosial secara Non T\rnai (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 156);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20la tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O 18 Nomor 33);

12. Peratlrran Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 2O3);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2O18 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9l/PMK.OSl2Ol2 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara /kmbaga;

15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 66 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penilaial Kinerja
Pembina/ Penanggungiawab dan Pemeringkatan Kementerian/ lcmbaga,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan
Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 1O Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaal Hindu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 31O);

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2O15 tentang Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2O19 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2O15 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor L68(P1[[K.OS l2ol5 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/ l.embaga sebagaimana telah diubah dengal Peraturan

Sekretaris

k
Direktur Pendidikan
Hindu
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Menteri Keuangan Nomor IS2|PMK.OS /2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.O5/2O15 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/ l,embaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 1O8O);

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Ke{a Kementerian Agama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2O22 Nomor 955);

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2O19 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1 1 l7);

2L. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Strategis Kementerian Agama Tahun 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 680);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83{PI&.{K.O2 /20.22 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Benta. Negara Republik Indonesia
Talrun 2022 Nornor 4941;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2|O/PM'K.OS|2O22 tentang Tata.
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatal dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1333);

C. TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
HINDU

T\rgas
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanal<an kebijakan dan standardisasi di bidang
bimbingan masyarakat Hindu sesuai dengan ketentuan peraturzrn
perundang-undangan.

2. Wewenang
1) Merumuskan kebijakan dibidang urusan agama dan pendidikan agema

dan keagamaan Hindu;
2) Koordinasi pelaksanaan kebljakan dibidang urusan agama dan

pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan

keagamaan Hlindu;
4) Pemberian bimbingan teloris dan supervise di bidang urusan agama

dan pendidikan Hindu;
5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan

agama dan pendidikan Hindu;
6) Pelaksanaan administrasi Direlrtorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /

1



D. TUJUAN BANTUAN PEMERINTAH

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pemerintah Rehab/pembangunan
Pasraman Formal Tingkat Utama Widya pasraman pada Direktorat
Jendera-l Bimbingan Masyarakat Hindu disusun dengan tujuan:
1. Sebagai pedoman bagi:

a) Ditjen Bimas Hindu dalam menentukan, menetapkan, dan
menyalurkan Bantuan Pemerintah pada Direktorat pendidikan

Hindu;

b) Satuan kerja dilingkungan Kementerian Agama yalg bertanggung
jawab melaksanakan Bimbingan Masyarakat Hindu;

c) Aparat Pengawas yang berwenang dalam rangka melaksanakan
pengawaszrn dan pemeriksaan; dan

d) kmbaga/ Kelompok Masyarakat/ Satuan Pendidikan/ perorangan

sebagai Penerima bantuan pemerintah.

2. Agar Bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Ditjen Bimas Hindu
dan Satuan keg'a dilingkungan Kementerian Agama, dapat
disalurkan secara akuntabel dan transparansi serta terhindar dari
penyimpangan.

Tujuan pemberian bantuan Pemerintah Rehabilitasi/Pembangunan
Pasraman Formal Tingkat Utama Widya Pasraman adalah dalam rangka
menyediakan fasilitas lembaga pendidikan keagamaan Hindu pasraman

Formal Tingkat Utama Widya Pasraman.

Tlrjuan Penggunaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi/Pembangunan
Pasraman Formal Tingkat Utarna Widya Pasraman adalah untuk Rehab

/ pembangunan Pasraman Formal Tingkat Utama Widya Pasraman.

a.

b

C

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k

l0

/
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BAB II
PELAKSNANAN BANTUAN

A. PEMBERIBANTUAN
Bantuan Rehab/ Pembangunan Pasraman Formal Tingkat Utama Widya

Pasraman diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu,

melalui Sub Direktorat Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Hindu.

B. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Persyaratal pengajuan Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Pasrarnan

Formal Tingkat Utama Widya Pasrarnan adalah:

1) Surat Permohonan ditujukan kepada Dhektur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia.

2) Surat Rekomendasi dari Kabid / Kakakemenag/ Pembimas

Hindu/Kalanwil.
3) Proposal permohonan bantuan yang minirnal memuat latar belakang

permasalahan, identitas lengkap pemohon bantuan (nama, alamat,

nomor tlp/HP/WA, email dan susunan pengurus), tujuan penggunaan

bantuan, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta, dan susunan
panitia pembangunan.

4) Laporan penyelenggaraan pendidikan satu tahun terakhir, atau tahun
beg'alan bagi lembaga pendidikan belum genap beroperasi satu tahun,
yang minimal memuat data siswa dan jumlah rombel, data guru dan

ketenagaan, proses pembelajaran serta sarana dan prasarana

pendidikan (gedung, ruang kelas serta sarana pendukung lainnya).

5) Status Tana-l. (fotocopy Serti{ikat Hak Milik/Hibah/Hak Guna Pakai

serta dibuktikan dengan surat pernyataan dan bermeterai Rp1O.OOO,-

6) Fotocopy Tanda Daftar Yayasan.

7) Fotocopy SK Izin Penyelenggaraan dan Operasional Pasraman Formal.

8) Fotocopy Tanda Daftar Pasraman.

9) Fotocopy NPWP kmbaga Pendidikan.

1O) Fotocopy KTP Kepala Pasraman.

11) Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif, dibuktikan dengan surat
keterangan dari Bank.

12) Rencana Anggaran Biaya.

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /
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C. BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN
1. Bentuk Ba.tuan Rehab/Pembangunan pasraman Formal ringkat Utama

Widya Pasraman berupa Uang.

D. ALOKASI ANGGARAN DAN zuNCIAN JUMLAH BANTUAN
Besaran dana bantuan akan dibayarkan bertahap ( tahap 1 dan tahap 2)

kepada penerima bantuan Rehabilitasi/pembangunan pasraman Formar
Tingkat Utama Widya Pasraman sebanyak S (lima) lokasi dengan jumlah
nilai Rp 1.25O.OOO.O0O,0O ( satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah )

dan masing-masing lokasi mendapat bantuan @ Rp 2SO.OO0.O0O ( dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

/

E. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN
1. Pencatan bantuan Rehab/Pembangunan pasraman Formal Tingkat

Utama Widya Pasraman dibayarkan bertahap;

2. Proses pembayaran bantuan berupa uang, dengan ketentuan seb.gai
berikut:

a. Surat permohonan pencairan dana bantuan dari penerima bantuan;
b. PPK menetapkan keputusan penerima bantuan yang disahkal oleh

KPA;

c. Perjanjian Ke{a Sama antara penerima bantuan dengan ppK yang

dibubuhi meterai Rp I O.OOO,-;

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penerima bantuan;
e. Kuitansi bukti penerimEan uang yang telah ditandatangani oleh

penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp1O.OOO,-;

f. Sr.rat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima

bantuan yang dibubuhi meterai Rp1O.0O0,-, Surat pernyataan

Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan yang
dibubuhi meterai Rp1O.OOO,-, surat pernyataan bersedia diaudit; dan

g. Penyaluran Bantuan Rehab/Pembangunan Pasraman Formal Tingkat
Utama Widya Pasraman ini disalurkan secara langsung kepada
penerima bantuan melalui rekening bank atas nama Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

k
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BAB III
PEI.IYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN,

DAN SANKSI

A PENYALURAN BANTUAN

Penyaluran bantuan Rehab/ Pembangunan Pasraman Formal Tingkat Utama

Widya Pasraman dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran

sekaligus secara lzrngsung (LS) ke rekening penerima bantuan melalui KPPN

setempat.

B PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

1. Penerima bantual wajib menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban

(LPJ) kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah selesainya

pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran pada tanggal 31 Desember

2023 / lahun anggaran be{'alan;

2. I,aporart Pertanggungiawaban (LPJ) wajib melampirkan Berita Acara

Serah Terima (format terlampir) yang wajib mencantumkan:

a. Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan, dan

kelebihan sisa dana;

b. Jika terdapat kelebihan sisa dana, maka penerima bantuan harus

menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara

melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pemberi Bantuan dan

dilaporkan ke PPK;

c. Melampirkan dokumen Pernyataan yang mencantumkan kegiatan

telah selesai dilaksanakan, bulrti-bu-hi pengeluaran dana yang telah

digunakan oleh penerima bantuan, dan dokumentasi penggunaan

banturan-

C KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak yang berkaitan dengan bantuan Rehab/ Pembangunan

Pasraman Formal Tingkat Utama Widya Pasraman sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

D SANKSI

1. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana

sebesar jumlah bantuan yang diterima. Jika dana tersebut tidak habis
untuk digunakan, maka penerima bantuan wajib mengembalikal dan

menyetorkan sisa dana ke Kas Negara;

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /
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2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak digunakan dengan
batas waktu tanggat 3l Desember 2O23, tahun €rnggaran berjalan, maka
penerirna bantuan wajib mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya
dengan batas waktu paling lambat 3O Januari 2024, tah:un anggEran
berikutnya, dan menyimpan bukti setor tersebut;

3. Penerima Bantuan Rehab/Pembangunan pasraman Formal Tingkat
Utama Widya Pasraman, apabila dalam penggunaannya tidak sesuai
dengan ketentuan keuangan Negara akan mendapatkan sanksi
administrasi dan/ atau pengembalian sebagran atau seluruh bantuan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /
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BAB IV

PENUTUP

Petunjuk teknis pemberian bantuan ini disusun sebagai acuan bag,
pengelola bantuan Rehab/Pemb€rngun€rn pasraman Formal ringkat utama widya
Pasraman agar penggunaan bantuan sesuai dengan prosedur atanr peraturan

Perundalg-undangan, transparan, efektif, dan akuntabel.

Pemberi bantuan dan penerima bantuan dapat mengikuti petunjuk teknis
ini dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan Rehab/ pembangunan

Pasraman Formal Tingkat Utama Widya Pasraman pada program Bimbingan
Masyarakat Hindu, baik oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyaralat Hindu,
Kanwil Kemeneg Provinsi atau Kantor Kemenag Kota/ Kabupaten selaku pemberi
baltuan maupun oleh penerima bantuan agar Pelaksanaan bantuan dapat
berjalan sesuai prosedur, tepat jumlah nominal bantuan, tepat waktu
pelaksanaan bantuan, dan tepat penggunaan bantuan.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

DitetaFkan di Jakarta
pada tanggal 20 Janluan 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

/k
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
REHABILITASI / PEMBANGUNAN
PASRAMAN FORMAL TINGKAT UTAMA
WIDYA PASRAMAN

A. FORMAT SURAT PER}IYATAAN TANGGUNG JAWAE} BELANJA
<KOP SURAT>

SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAI} BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Irmbaga
Nama Pirnpinan Lembaga
Alamat lrmbaga
Nama Bantuan

1

,
3
4

(1)
(2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor
Sama Nomor (6)

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /

... (3)
: Bantuan Operasional (4)

(5) dan Perjanjian Kerja
mendapatkan Bantuan Operasional

(8). (7) sebesar
Dengan irri menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan ....... ...............(9) telah menerima pencairan Tahap
Ke-. (1O) dengan nilai nominal sebesar Rp.............
(.......) (11), dengan rincian penggunazrn sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp.........
b. Jumlah total dana yangdipergunakan : Rp ........
c. Jumlah total sisa dana :Rp..........

(t2l
(13)
(14)

2. Persentase jumlah dana bantuan operasional
digunakan adalah sebesar

(lS)yang telah
(.........) (16).

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada
yang berhak menerima.

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
telah dilaksanakan.

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negala
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Meterai
Rp 1O.OOO,-

(le)

CONTOH FORMAT SURAT
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAE! BEI-A.NJA

NO URAHN ISIAN

(1) Diisi dengan nama le penerima bantuan Rehabilitasi/ Pembangunal
(2) Diisi dengan narna pirnpinan lembaga penerima bantuan

Rehabilitasi / Pembangunan
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan Rehabilitasi / Pembanzunan
(4) Diisi dengan narna bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan (sekolah,

Pasraman, atau lainnya)
(s) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerirna

Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan
(6) Diisi dengan nomor dan tangqal Perian-iian Keria Sama
(7) Diisi dengan narna bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan (sekolah,

Pasraman, atau lainnya)
(8) Diisi dengan nilai bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan

Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama.
berdasarkan

(e) Diisi dengan bulan dan tahun
(10) Diisi dengan tahap II, tahap III, atau tahap IV bantuan

Rehabilitasi/Pembangunan yang telah diterima
(1 1) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan

yang telah diterima
(r2l Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi/Pembangunan

yang telah diterima
(13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi / Pembangunan

yalg telah dipergunakan
(14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi/Pembangunan

yang belum dipergunakan

(1s) Diisi dengan nama bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan (sekolah,
Pasraman, atau lainnya)

(16) Diisi dengar persentase bantuan Rehabilitasi / Pembangunan yang
belum

angka dipergunakan Jumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada
angla 12 dikali looo/o)

(t7l Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan Rehabilitasi / Pembangunan
(1e) Diisi dengan narna pimpinan lembaga penerima bantuan

Rehabilitasi / Pembangunan

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /
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B. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
REHABILITASI / PEMBANGUNAN

<KOP SURAT>

I-A.PORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
REHABILITASI / PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.' Nama kmbaga :

2. Nama Pimpinan lrmbaga :

3. Alamat [rmbaga :

Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan
4. Nama Bantuarr

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (5) dan Perijinan

(1)
(2)
(3)

Ke{a Sama Nomor
Bantuan Oprasional

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /

(4)

...:::::.::::::::.: ::: .: : ..: .::.::.::::.:.::ui i:k#'t "T:#ffisebesar Rp
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan
pertanggungiawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana

a. Jumlah total dana yang telah diterima
b. Jumlah total dana yang dipergunakan

) (e)

)(10)
) (11)

(1) Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (1OO%) Bantuan
Rehabilitasi/ Pembangunan

(12) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa:
1. Bukti-bukti Pengeluaran pengguna;rn dana Bantual

Rehabilitasi/ Pembangunan (13) sebesar Rp....................
(........) (14) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk 'kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dala bantuan ke Kas Negara sebesar
(15) sebagairnana Bukti Penerimaan Negara (BPN)

terlampir. *)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan
Rehabilitasi/ Pembangunan (16) mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungiawaban Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan m I
kami buat dengan sesungguhnya dan penuh talggung jawab.

(t7l

(18)

Materai
Rp 1O.OOO,-

................(1e)

(..............) (8)
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
REHABILITASI / PEMBANGUNAN

NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan Rehabilitasi/Pembangunan
(2) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

Rehabilitasi/Pem an
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan
(4) Diisi dengan nama bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan (sekolah,

Pasraman, atau lain4n5ra)
(s) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima

Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan
(6) Diisi d nomor dan talggal Perjanjian Ke{a Sama
17t Diisi dengan nama bantua-n Rehabilitasi/ Pembangunan (sekolah,

Pasraman, a tau lainnnya)
(8) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi / Pembangunan

yang telah diterima
(e) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi / Pembangunan

L4ng telah diterima
(10) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi / Pembangunan

yang telah dipergunakan
(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf baltuan Rehabilitasi/ Pembangunan

yang belum dipergunakan
(12) Diisi dengan nama bantuan Rehabilitasi / Pembangunan (sekolah,

Pasraman, atau lainnnya)
(13) Diisi dengan nama bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan (sekolah,

Pasraman, a tau lainnnya)
(14) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan

yang telah dipergunakan
(1s) Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan

Rehabilitasi/ Pembangunan yang telah disetor ke Kas Negara fumlah sama
seperti angka 11)

(16) Diisi dengan nama bantuan Rehabilitasi/Pembangunan (sekolah,
Pasramjrlr, a tau lainnnya)

(t7l Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggunglawaban
Baltuan Rehabilitasi/Pembangunal ditandatangani

(18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan Rehabilitasi/Pembangunan
(1e) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerirna bantuan

Rehabilitasi Pembangunan

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /
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C. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEI{YELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR (1)

Pada hari ini (2) tanggal ..... -.......... (3)bulan....................... (4) tahun
(s , yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Alamat

Pimpinan lembaga
6
7
8)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (9) dan Pe{anjian Kerja
Sama nomor (1O) mendapatkan bantuan (1 1)
berupa .................(12) dengan nilai bantuan sebesar ...

(........) (13).

1. Sampai dengan tanggal (14), kemajuan penyelesaian pekedaan
(15) sebesar %(t6).

2. Apabila di kemudial hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah
dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut
penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan/ Ketua kmbaga ...... (1
7
8

(1

Materai
Rp 1O.OOO,-

(le)

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /

<KOP SURAT>
I"APORAN KEMAJUAN PET.IYELESAIAN PEKER.IAAN
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No URAIAN ISIAN

(1) Pen lesaian Pek aan
(2t Diisi dengan hari pembuatan l,aporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(3) Diisi den tan mbuatan [,a ran Kema ual Pen lesaian aan
(4t Diisi de bulan mbuatan La ral Kema lesaian Pekeuan aan
(s) Diisi dengan tahun pembu4tan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekeriaan
(6)
(71 Diisi den nama lemb enerima bantuan
(8) Diisi den a,lamat lemb erima bantuan
(e) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima

Bantuan
(10) Diisi dengan nomor dan tanggal Pedanjian Kerja Sama
(11) Diisi dengal Jems bantuan yang diterima (sarana/prasana,

rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan atau bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik Bantual Pemerintah yang ditetapkan oleh PA)

(12) Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (pembangunan ruang kelas
baru pembangunan saluran si, pengadaan bibit/pupuk, atau lainnya)lnga

(13) Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang diterima sesuai
dengan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama

(14) Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(1s) Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (pembangunan ruang kelas

baru, pembangunan saluran irigasi, pengadaan bibit/ pupuk, atau lainnya)
(16) Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekeriaan
(t7) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan l,aporan Kemajuan Penyelesaian

Pekerjaan
(18) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(1e) Diisi d na_rna penerima bantuan

Direkhr Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN KEMAJUAN PEI{YELESAIAN PEKERJAAN

Diisi dengan nomor l,aporan Kemaiuan

Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan



D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA
(1)

Pada hari ini
tahun
1. Nama

Jabatan
Alamat

NOMOR

(2) tanggaf
yang bertanda tangan di bawah ini

pimpinan/Ketua

(3) bulan (41

(s

I ror
.ltzt
Irsr

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama l: .................

NIP
Jabatan
Alamat

PPK Satker

a. Jumlah total dala yang telah diterima
b. Jumlah total dana yang dipergunakan
c. Jumlah total sisa dana

(e)

(10)
(11)
(t2)

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatalan ss[agai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksalakan penyelesaian pekeq'aan berupa

(13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor
dan Perjanjian Kerja Sama nomor (1s).

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan

telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekedaan sesuai dengan
Pe{anjian Ke{a Sama, dengal rincian sebagai berikut:

(14)

(..... ) (16)
(......) (17)
(......) (18)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana
Bantuan ( 19) sebesar (.......) (20)

telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
(21) dengan nilai

(22).

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantual ke Kas Negara
sebesar

Direkhr Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /

terlampir. * 
)

(23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN)

22

menerima dari PIHAK KESATU berupa
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Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
(24) PPK Satker ..... (261

(2sl (27)
(28)NIP

") angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /



PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(2) Diisi dengan hari pembuatan BAST
(3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST
(41 Diisi dengan bulan pembuatan BAST
(s) Diisi de tahun pembuatan BAST
(6) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan
(7t Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(8) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(e) Diisi dengan nama Pejabat Peqnbuat Komitmen (PPK)

(10) Diisi dengan NIP PPK
(11) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan
(r2t Diisi alamat Satker pemberi bantuan
(1s) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(14) Diisi dengan nomor dan tangga,l Surat Keputusan pemberian bantuan
(1s) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Ke{a Sama pemberian bantuan
(16) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima
(r7l Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah

dipergunakan
(18) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak

dipergunakan
(1e) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan

(20) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantual yang telah
dipergunakan

(2tl Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(22) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah

dipergunakan
(23) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak

dipergunakan jumlah sama seperti aneka 18)
(24'l Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(2sl Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan
(261 Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan
(271 Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan
(28) Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKA'T HINDU,

Direktur Pendidikan
Hindu

Sekretaris

k /
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